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BAB V 
PENUTUP 

5. Kesimpulan dan Saran 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung berupa wawancara dengan para narasumber 

maupun penelitian dengan metode library research dengan melihat sumber-sumber yang 

relevan pada pembahasan ini, maka Penulis memberikan kesimpulan bahwa :  

	  
a) Bahwa antara Penyiksaan, Penganiayaan, Kekerasan maupun Pemerasan Pengakuan 

merupakan 4 hal yang berbeda satu dari yang lain. Perbedaan ini dapat dilihat mulai dari 

perbedaan pengaturan (dasar hukum), perbedaan pada unsur pelaku kejahatan, perbedaan 

pada maksud dari kejahatan (mens rea)¸perbedaan pada dampak dari kejahatan itu sendiri, 

sampai dengan perbedaan pada penghukuman terhadap kejahatan. Penyiksaan sebagai salah 

satu bentuk kejahatan terhadap kemanusian diatur dalam berbagai instrument Hukum 

Nasional maupun Internasional. Mulai dari UUD 1945 sampai dengan Peraturan Kapolri 

No.8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam 

Penyelenggaraaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa karena pengaturan 

dalam berbagai instrumen hukum ini mengakibatkan pengertian dari penyiksaan sendiri 

mengalami berbagai perbedaan dalam unsur delik seperti halnya perbedaan makna 

penyiksaan dalam UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dengan UNCAT yang 

telah diratifikasi dengan UU No.5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi 

Anti Penyiksaan.  Akan tetapi dari berbagai perbedaan ini tetap memberikan acuan bahwa 

penyiksaan tidak sama dengan penganiayaan, kekerasan maupun pemerasan pengakuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasa 422 KUHP. Di Indonesia pengaturan mengenai 

penyiksaan yang dilakukan oleh orang-perseorangan tidak dirumuskan dalam aturan 

manapun, oleh karena itu sampai dengan saat ini penegakan hukum terhadap penyiksaan 

yang dilakukan orang-perseorangan mengharapkan pada RKUHP.  

 

b. Pada Polda Bengkulu sepanjang tahun 2017 telah tercatat 52 laporan mengenai “kekerasan 

dalam pemeriksaan” yang mana dalam penelitian telah diketahui bahwa frasa ini senyatanya 

relevan dengan pengertian penyiksaan dalam UNCAT. Terhadap 52 laporan yang tercatat, 
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sampai dengan akhir tahun 2017 senyatanya tidak satupun laporan terselesaikan. Berdasarkan 

penelitian terdapat berbagai faktor yang mengakibatkan hal ini terjadi, antara lain :  

a) Bahwa perkara mengenai penyiksaan tidak menjadi prioritas pada Polda Bengkulu sebab 

pada Polda Bengkulu perkara yang utama diselesaikan adalah perkara yang banyak 

terjadi seperti pencurian maupun perkara yang meresahkan warga seperti pembunuhan.  

b) Bahwa Polda Bengkulu memiliki masalah finansial yang mengakibatkan ruang gerak 

pada Polda Bengkulu menjadi terbetas selain itu hal ini juga mengakibatkan kekurangan 

personil pada Polda Bengkulu sehingga tidak mungkin dapat menyelesiakan seluruh 

laporan secara maksimal. 

c) Bahwa dalam laporan penyiksaan sering kali tidak ditemukan alat bukti yang permulaan 

yang cukup. Seperti halnya laporan hanya berdasarkan dari keterangan korban tanpa 

dibarengi dengan visum.  

d) Kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum dimana dalam hal ini dari 5 narasumber 

yang diwawancari ternyata 3 dari 5 orang mengetahui mengenai penyiksaan namun tidak 

dapat membedakan antara penyiksaan dengan penganiayaan. Bahkan 2 dari 5 orang 

lainnya tidak mengetahui sedikitpun perbedaan antara penyiksaan dan penganiayaan.  

Yang dari seluruh fakta di atas dapat dikelompokan bahwa terdapat permasalahan pada legal 

structure dimana 5 dari narasumber wawancara tidak betuk-betul paham mengenai 

penyiksaan sebagai sebuah kejahatan tersendiri. Sehingga dirasa kurangnya pengetahuan ini 

memberikan dampak yang begitu besar terhadap persepsi mengenai kejahatan penyiksaan 

sampai dengan pemberatasan terhadap penyiksaan itu sendiri. Hal ini juga diperburuk dengan 

fakta bahwa pada Polda Bengkulu terdapat kekurangan anggota yang dirasa menghambat 

jalannya pemeriksaan. Kekosongan hukum sebagaimana dijabarkan dalam huruf a juga 

menjadi permasalah pada legal substance yang menjadi faktor penghambat bagi Kepolisian 

dalam menegakan hukum terhadap praktik-praktik penyiksaan. Dengan ketidakjelasan 

terhadap hukum tentu aparat penegak hukum menjadi kebingungan mengenai hukum apa 

yang seharusnya ditegakan.  

 

c. Terhadap 52 laporan yang tidak terselesaikan ini maka pelapor dapat mengajukan pengaduan 

kepada Divpropam Polri yang memegang fungsi Kepolisian dalam hal pertanggungjawaban 
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profesi dan pengamanan internal termasuk penegakand isiplin dan ketertiban di lingkungan 

Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota 

Polri atau PNS Polri sebagaimana dijabarkan pada Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2010, 

akan tetapi pengaduan masyarakat ini tidak dilakukan oleh para pelapor dengan berbagai 

faktor yang ada. Berdasarkan 52 laporan yang ada, Penulis berhasil melakukan wawancara 

dengan 42 orang pelapor yang datang dari berbagai latar belakang pekerjaan dan bilamana 

dilihat secara luas, dapat dikatakan bahwa latar belakang para pelapor tergolong pada kelas 

ekonomi menengah ke bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi para pelapor untuk tidak 

melakukan pengaduan masyarakat terhadap laporan yang mereka ajukan, antara lain :  

a) Korban tidak mengetahui sama sekali mengenai adanya layanan Pengaduan Masyarakat 

dan beberapa pelapor mengetahui layanan ini akan tetapi tidak mengetahui prosedur 

yang harus ditempuh.  

b) Korban mengakui bahwa beberapa oknum Kepolisian meminta sejumlah uang yang 

diakui sebagai biaya layanan administrasi. 

c) Pada saat melakukan pelaporan, korban mengaku bahwa dirinya dipandang sebelah 

mata oleh pihak Kepolisian sebab korban merupakan tersangka suatu tindak pidana 

sehingga justru menerima kalimat-kalimat yang bersifat intimidasi.  

d) Laporan yang diungkapkan kepada Kepolisian tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan 

kekurangan alat bukti.  

e) Korban menerima ancaman dari beberapa oknum dimana korban dipaksa untuk 

mencabut laporan yang telah diberikan.  

f) Terdapat pengaruh dari lingkungan sekitar yang justru menahan korban untuk 

memintakan keadilan. Bahwa lingkungan sekitar korban justru menganggap penyiksaan 

yang dialami oleh korban adalah suatu yang sepatutnya diterima oleh korban dimana ia 

merupakan seorang tersangka.  

g) Korban merasa pengaduan masyarakat tidak perlu dilakukan, sebab korban meyakini 

bahwa tidak mungkin Kepolisian akan mengadili anggotanya sendiri.  

 

Bahwa berdasarkan penjabaran di atas maka dapat terlihat adanya permasalahan pada legal 

structure maupun legal culture yang terjadi di Kepolisian Polda Bengkulu. Permasalahan 

pada legal culture terlihat pada fakta-fakta bahwa masyarakat meyakini bahwa korban 
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penyiksaan yang notabene adalah seorang tersangka layak untuk menerima penyiksaan 

sebagai salah satu penghukuman yang sepantasnya sehingga korban penyiksaan enggan untuk 

bersuara di lingkungan sekitar. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum terhadap penyiksaan 

menjadi terhambat sebab penyiksaan itu sendiri seolah-olah mendapat justifikasi masyarakat. 

Sedangkan untuk permasalahan pada legal structure terlihat pada mentalitas aparat penegak 

hukum yang cenderung meminta pembayaran terhadap laporan-laporan yang ada. Padahal 

berdasarkan tinjauan yang ada, tidak satupun dasar hukum yang membenarkan pembayaran 

terhadap suatu laporan.   

5.2. Saran 
1. Bahwa Indonesia memerlukan dasar hukum yang tersendiri dan spesifik mengatur 

mengenai penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam UNCAT sebab seluruh dasar hukum 

yang ada saat ini seperti halnya UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak 

sesuai dengan UNCAT. 

2. Kepolisian pada Polda Bengkulu memerlukan perhatian lebih lanjut terhadap legal 

culture yang ada dimana kurangnya pengetahuan terhadap penyiksaan tentu akan 

menghambat penegakan hukum penyiksaan itu sendiri. Sehingga dirasa perlunya 

Pendidikan yang lebih baik mengenai penyiksaan. Seperti halnya mempertegas bahwa 

penyiksaan merupakan kejahatan terhadap kemanusian sehingga aparat penegak hukum 

seyogyanya cenderung untuk lebih menghormati dan tidak melakukan penyiksaan 

kepada tersangka.  

3. Bahwa masyarakat memiliki legal culture yang  harus ditinggalkan dimana 

membenarkan penyiksaan sebagai suatu penghukuman yang sepatutnya diterima oleh 

seorang tersangka. Sebab Indonesia sebagai negara hukum justru memberikan 

perlindungan-perlindungan kepada tersangka dan melarang penyiksaan yang merupakan 

kejahatan terhadap kemanusian. Oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan-

pendekatan yang edukatif guna menjelaskan bahwa penyiksaan bukanlah suatu hal yang 

benar. Kemudian pada legal culture dalam Kepolisian sendiri memerlukan perubahan 

dimana budaya-budaya untuk memintakan sejumlah uang terhadap setiap laporan harus 

dihilangkan.  
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